
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURANGUBERNURKALIMANTANTIMUR

NOMOR6 TAHUN2019

TENTANG

PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
MENDAHULUIPENETAPANPERUBAHANANGGARANPENDAPATANDAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2019 PADA RSUD A. WAHAB
SYAHRANIE DI SAMARINDA DAN DINAS KESEHATAN PROVINSI
KALIMANTANTIMUR

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

GUBERNURKALIMANTANTIMUR,

Menimbang a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan
Menteri kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang
Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, bahwa rumah
sakit didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah
merupakan unit pelaksana teknis dari instansi
pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang
kesehatan ataupun instansi Pemerintah lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dilakukan
Pengalihan Manajemen Operasional Pengelolaan RSUD
KORPRIProvinsi Kalimantan Timur dari RSUD A. Wahab
Syahranie di Samarinda kepada Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Timur sebagaimana telah ditetapkn dengan
Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor
440/K.126/2019 tentang Pengalihan Manajemen
Operasional Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah
KORPRI Provinsi Kalimantan Timur Kepada Dinas
Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 11 Februari
2019 sehingga perlu diikuti pengalihan anggaran;

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran mendahului
penetapan P-APBD Tahun Anggaran 2019 telah ada
persetujuan dari Pimpinan DPRD Nomor 910/111.1-
231/Set.DPRD hal Persetujuan Pelaksanaan Anggaran
Mendahului Penetapan P-APBDTA.2019 tanggal 05 Maret
2019;
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Mendahului
Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 pada RSUD A. Wahab
Syahranie di Samarinda dan Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Timur;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 No 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Nomor37);

6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 11);

7. Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun
2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor56);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURANGUBERNUR KALIMANTANTIMUR TENTANG
PELAKSANAANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA
DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN
ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJADAERAHTAHUN
ANGGARAN2019 PADA RSUD A_WAHABSYAHRANIEDI
SAMARINDA DAN DINAS KESEHATAN PROVINSI
KALIMANTANTIMUR

Pasall

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Gubemur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Dewan Perwakilan RakyatDaerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah
DPRDProvinsi Kalimantan Timur.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya
disingkat APBDProvinsi adalah APBDProvinsi Kalimantan Timur.

Pasal2
(1)Peraturan Gubemur ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan

APBDmendahului penetapan Perubahan APBDTahun Anggaran 2019 pada
RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda dan Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Timur.

(2)Peraturan Gubemur ini bertujuan untuk merealisasikan pengeluaran
yaitu Pengalihan Manajemen Operasional Pengelolaan RSUD KORPRI
Provinsi Kalimantan Timur dari RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda
kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal3

Revisi anggaran yang semula Belanja Langsung UPT Rumah Sakit Korpri
sebesar Rp.12.124.626.000,00 pada RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda
menjadi Belanja Langsung RSUD KORPRIProvinsi Kalimantan Timur sebesar
Rp.12.124.626.000,00 pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.
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Pasa14

Pengeluaran yang dilaksanakan mendahului Penetapan Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2019 selanjutnya akan diadministrasikan dalam Perubahan
APBDTahun Anggaran 2019.

Pasal5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal8 Maret 2019

GUBERNURKALIMANTANTIMUR,

ttd

H. ISRANNOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal8 Maret 2019.

Pit. SEKRETARISDAERAH
PROVINSIKALIMANTANTIMUR,

ttd

Hj. MEILIANA

BERITADAERAHPROVINSIKALIMANTANTIMURTAHUN2019 NOMOR6.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVoKALTIM

KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19620527 198503 1 006


